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DINAS TENAGA KERJA PENAMAN MODAL DAN PELAYANA 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

 
Satuan 

Sasaran 

Program 

 
Program 

Indikator 

Kinerja 

 
Satuan 

Sasaran 

Kegiatan 

 
Kegiatan 

 Meningkatka 

n jumlah 

investasi 

- Jumlah 

kegiatan 

promosi dan 

kerjasama 

investasi 

 Meningkatka 

n jumlah 

investasi 

PROGRAM 

PENGEMBA 

NGAN 

IKLIM 

PENANAMA 

N MODAL 

Persentase 

Peningkatan 

Jumlah 

investor 

berskala 

nasional 

(PMDN/PMA 

) 

milyard Persentase 

Peningkatan 

Jumlah nilai 

investasi 

berskala 

nasional 

(PMDN/PMA 

) 

Pembuatan 

Peta 

Potensi 

Investasi 

Kabupaten/ 

Kota 

     PROGRAM Jumlah dokumen tersedianya Penyelenggar 

     PROMOSI Perda Yang perda aan Promosi 

     PENANAMA Mendukung kemudahan penanaman 

     N MODAL Iklim Usaha berusaha modal yang 

        menjadi 

        kewenangan 

        kanupaten 

        kota 

     PROGRAM Persentase pelaku  Pengendalia 

     PENGENDA Peningkatan usaha  n 

     LIAN Jumlah nilai   pelaksanaan 

     PELAKSANA investasi    
     AN berskala   penanaman 

     PENANAMA nasional   modal yang 

     N MODAL (PMDN/PMA   menjadi 

      )   kewenangan 

         daerah 

         kabupaten/k 

         ota 

      jumlah    
      investor    
      berskala    
      nasional    
      (PMDN/PMA    
      )    



 

      JUmlah 

NILAI 

investor 

berskala 

nasional 

(PMDN/PMA 

) 

   

 Terwujudnya 

peningkatan 

jumlah 

produk ijin 

  Peningkatan 

jumlah 

produk ijin 

PROGRAM 

PELAYANAN 

 
PENANAMA 

N MODAL 

Diterbitkanya 

dokumen 

perijinan 

1000 

perizinanan 

dan non 

perizinan 

dan 35 unit 

bilik 

 Pelayanan 

Perizinan 

dan Non 

Perizinan 

secara 

Terpadu 

Satu Pintu 

dibidang 

Penanaman 

Modal yang 

menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

      Peningkatan    
      PAD dari    
      sektor    
      perijinan    

      Penerbitan    
      Ijin Usaha    
      Jasa    
      Konstruksi    
      (IUJK)    
      dalam 10    
      hari setelah    
      persyaratan    
      lengkap    

      Rata-rata    
      lama proses    
      perijinan    

      Penyelesaian    
      Ijin Lokasi    



 

      Terlaksanany    
      a tindakan    
      awal    
      terhadap    
      pengaduan    
      masyarakat    
      dalam waktu    
      3 (tiga) kerja    

 Tersusunya Persentase dokumen Tersusunya PROGRAM Persentase dokumen tersusunnya Penyusunan 

 Dokumen kegiatasn Dokumen PERENCAN kegiatan dokumen Rencana 

 Rencana yang Rencana AAN yang RTKD Tenaga 

 Tenaga kerja dilaksanakan Tenaga kerja TENAGA dilaksanakan  Kerja(RTK) 

 Daerah mengacu Daerah KERJA yang   
  pada   mengacu   
  rencana   pada   
  tenaga kerja   rencana   
     tenaga kerja   

 Meningkatnya Presentase orang Meningkatka PROGRAM Persentase orang tersedianya Pelaksanaan 

 Konpetensi tenaga kerja n PELATIHAN tenaga kerja pencaker Pelatihan 

 tenaga kerja yang kompetensi KERJA DAN yang yang berdasarkan 

  mendapatkan dan PRODUKTIV mendapatkan mendapatkan unit 

  pelatihan produktifitas ITAS  pelatihan kompetensi 

   tenaga kerja TENAGA pelatihan bebasis  
   untuk KERJA berbasis kompetensi  
   memasuki  kompetensi   
   pasar kerja     

       dokumen  Pelaksanaan 

        Pelatihan 

        berdasarkan 

        unit 

        kompetensi 

       orang  Konsultasi 

        Produktifita 

        s pada 

        Perusahaan 

        Kecil 

 Menurunya     Prosentase orang Menekan PROGRAM Persentase orang  Pelayanan 

 angka             Tingkat anggka PENEMPAT pencari kerja  antar kerja 

 Penganggura penganguran penganggura AN yang  di Daerah 

 n Terbuka      terbuka n terbuka TENAGA terdaftar  Kabupaten 

  setengah KERJA yang  /Kota 

  penganggura  ditempatkan   
  n dan     
  masyarakt     
  miskin     



 

       orang  Pengelolaan 

        Informasi 

        Pasar Kerja 

       orang   

       orang  Perlindunga 

        n PMI (Pra 

        dan Purna 

        Penempata 

        n di Daerah 

        Kabupaten 

        /Kota 

 Meningkatnya Peresentase   PROGRAM Persentase perusaan  Pengesahan 

 pekerja pekerja yang   HUBUNGAN perusahaan  Peraturan 

 yang mendapata    yang  Perusahaan 

 mendapatkan jaminan   INDUSTRIAL menerapkan  dan 

 jaminan ketenagakerja    tata kelola  Pendaftaran 

 ketenagakerja an    kerja yang  Perjanjian 

 an     layak  Kerja 

      (PP/PKB,  Bersama 

      LKS Bipartit,  untuk 

      struktur  Perusahaan 

      skala upah  yang hanya 

      dan BPJS  Beroperasi 

      Ketenagakerj  dalam 1 

      aan)  (satu) 

        Daerah 

        Kabupaten/ 

        Kota 

       perusaan   



 

          

       1 sistem.2 

kali,60.perus 

aaahan 

 Pencegahan 

dan 

Penyelesaia 

n 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial, 

Mogok 

Kerja dan 

Penutupan 

Perusahaan 

di Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 



 

          

          

          

 Meningkatnya Prosentase   PROGRAM Persentase 2  Penataan 

 jumlah transmigransi   PEMBANGU transmigran Kab/Daerah  Persebaran 

 produk ijin pendaftar   NAN pendaftar Penempatan  Penduduk 

  yang   KAWASAN yang Ttransmigrasi  yang berasal 

  diberangkatk   TRANSMIG diberangkatk   dari 1 (satu) 

  an   RASI an   Daerah 

kabupaten 

kota 



 

 Terwujudnya 

Pelayanan 

Prima 

   PROGRAM 

PENUNJAN 

G URUSAN 

PEMERINTA 

HAN 

DAERAH 

KABUPATE 

N/KOTA 

prosentase 

administrasi 

kantor yang 

terpenuhi 

  Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

         Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasi 

         Umum 

         Perangkat 

         Daerah 

          
 
 
 
 

 
Pengadaan 

         Barang 

         Milik 

         Daerah 

         Penunjang 

         Urusan 

         Pemerintah 

         Daerah 



 

         Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha 

n Daerah 

          

         Pemeliharaa 

n Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha 

n Daerah 

          

          

          



26 

N TERPADU SATU PINTU 
 
 
 

Indikator 
 

Satuan 
Sasaran Sub 

 
Sub Kegiatan 

Indikator 
 

Satuan 
Kinerja Kegiatan Kinerja 

Tersedianya milyard Persentase Penyediaan Tersedianya milyard 
Peta Potensi Peningkatan Peta Potensi Peta Potensi 

dan Peluang Jumlah nilai dan Peluang dan Peluang 

Usaha investasi Usaha Usaha 

Kabupaten/K berskala Kabupaten/K Kabupaten/K 

ota nasional ota ota 

 (PMDN/PMA   
 )   

Tersusunnya dokumen tersedianya Penyusunan Tersusunnya dokumen 

Perda yang perda Strategi Perda yang 

mengatur kemudahan Promosi mengatur 

Promosi berusaha Penanaman Promosi 

Penanaman  Modal Penanaman 

Modal   Modal 

Kewenangan   Kewenangan 

Kabupaten   Kabupaten 

kota   kota 

Terlaksanany pelaku  Koordinasi Terlaksanany pelaku usaha 
a Koordinasi usaha  dan a Koordinasi 

dan   Sinkronisasi dan 

Sinkronisasi   Pemantauan Sinkronisasi 

Pemantauan   Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan   Penanaman Pelaksanaan 

Penanaman   Modal Penanaman 

Modal bagi    Modal bagi 

pelaku usaha    pelaku usaha 

   Koordinasi Terlaksanany pelaku usaha 

   dan a Koordinasi 

   Sinkronisasi dan 

   Pembinaan Sinkronisasi 

   Pelaksanaan Pembinaan 

   Penanaman Pelaksanaan 

   Modal Penanaman 

    Modal bagi 

    pelaku usaha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tersedianya 

pelayanan 

terpadu 

perizinan 

dan non 

perizinan 

berbasis 

sistem 

pelayanan 

perizinan 

berusaha 

terintregrasi 

secara 

elektronik 

bagi pelaku 

usaha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1000 

perizinanan 

dan non 

perizinan 

dan 35 unit 

bilik 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Pengawasaa 

n 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

 
 
 
 
 
 
 
Penyediaan 

Pelayanan 

Terpadu 

Perizinan 

dan 

Nonperizinan 

berbasis 

Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Terlaksanany 

a Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal bagi 

pelaku usaha 

 

 
 
 
 
 
tersedianya 

pelayanan 

terpadu 

perizinan 

dan non 

perizinan 

berbasis 

sistem 

pelayanan 

perizinan 

berusaha 

terintregrasi 

secara 

elektronik 

bagi pelaku 

usaha 

pelaku usaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1000 

perizinanan 

dan non 

perizinan 

dan 35 unit 

bilik 

   Penyediaan 

layananan 

konsultasi 

dan 

pengelolaan 

pengaduan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

terpadu 

perizinan 

dan don 

perizinan 

tersedianya 

layanan 

konsultasi 

dan 

terkelolanya 

pengaduan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

terpadu 

perizinan 

dan non 

perizinan 

10 

pengaduan 

yang terlayani 

      

      

      



 

      

Tersusunya dokumen  Penyusunan Tersusunya dokumen 

Rencana  Tenaga Rencana 

Tenaga  Kerja Makro Tenaga 

Telaksananya orang  Proses Telaksananya orang 
Pendidikan  Pelaksanaan Pendidikan 

dan  Pendidikan dan 

Pelatihan  dan Pelatihan 

Keterampilan  Pelatihan Keterampilan 

bagi Pencari  Keterampilan bagi Pencari 

Kerja  bagi Pencari Kerja 

berdasarkan  Kerja berdasarkan 

Klaster  berdasarkan Klaster 

Kompetensi  Klaster Kompetensi 

  Kompetensi  

Tersedianya dokumen  Pengadaan Tersedianya dokumen 

Sarana dan  Sarana dan Sarana dan 

Prasarana  Prasarana Prasarana 

Pelatihan  Pelatihan Pelatihan 

Kerja  Kerja Kerja 

Terlaksanany orang  Pelaksanaan Terlaksanany orang 

an  Konsultasi an 

Konsultasi  Produktifitas Konsultasi 

Produktifitas  kepada Produktifitas 

kepada  Perusahaan kepada 

Perusahaan  Kecil Perusahaan 

Kecil   Kecil 

terwujudnya orang  Perluasan terwujudnya orang 

perluasan  Kesempatan perluasan 

kesempatan  Kerja (padat kesempatan 

kerja  Karya) kerja 



 

terselenggara orang  Pelayanan terselenggara orang 

nya  dan nya 

Pelayanan  Penyediaan Pelayanan 

dan  Informasi dan 

Penyediaan  Pasar Kerja Penyediaan 

Informasi  Online Informasi 

Pasar Kerja   Pasar Kerja 

Online   Online 

   Bursa Kerja terselengaran orang 

   (job Fair) ya Bursa 

    Kerja (job 

    Fair) 

Terlaksanany orang  peningkatan Terlaksanany orang 
a  perlindungan a 

peningkatan  dan peningkatan 

perlindungan  kompetensi perlindungan 

dan  calon pekerja dan 

kompetensi  migran kompetensi 

calon pekerja  indonesia calon pekerja 

migran  (CPMI)/ migran 

indonesia  pekerja indonesia 

(CPMI)/  migran (CPMI)/ 

pekerja  indonesia pekerja 

migran  (PMI) migran 

indonesia   indonesia 

(PMI)   (PMI) 

Terlaksanany perusaan  Pengesahan Terlaksanany perusaan 
a  Peraturan a 

Pengesahan  Perusahaan Pengesahan 

Peraturan  bagi Peraturan 

Perusahaan  Perusahaan Perusahaan 

bagi   bagi 

Perusahaan   Perusahaan 

yang terkait   yang terkait 

dengan   dengan 

hubin dan   hubin dan 

terdaftar di   terdaftar di 

WLKP   WLKP 

Online   Online 

   Pendaftaran Terlaksanany perusaan 

   Perjanjian a perjanjian 

   Kerjasama kerja sama 

   bagi bagi 

   Perusahaan perusaahaan 



 

   Penyelenggar Terselenggar  
   aan anya  
   Pendataan pendataan  
   dan dan  
   Informasi informasi  
   Sarana sarana dan  
   Hubungan sarana hubin  
   Industrial (PP,PKB,Str  
   dan Jaminan uktur skala  
   Sosial upah dan  
   Tenaga LKS tripartit  
   Kerja serta dan pekerja  
   Pengupahan yng terdaftar  
    sebagai  
    peserta  
    jaamsostek  
    serta  
    pengupahan  

Terlaksanany 1 sistem.2 jumlah Pencegahan Terlaksanany 1 sistem.2 
a kali,60.perus perusahaan Perselisihan a kali,60.perus 

Pencegahan aaahan yang Hubungan Pencegahan aaahan 

Perselisihan  melaksanaka Industrial, Perselisihan  
Hubungan  n melakukan Mogok Kerja, Hubungan  
Industrial,  phk/phi/mogo dan Industrial,  
Mogok Kerja,  k kerja,dan Penutupan Mogok Kerja,  
dan  penutupan Perusahaan dan  
Penutupan  perusahaan yang Penutupan  
Perusahaan  50 Berakibat/Ber Perusahaan  
yang  perusahaan dampak yang  
Berakibat/Ber  120 orang pada Berakibat/Ber  
dampak   Kepentingan dampak  
pada   di 1 (satu) pada  
Kepentingan   Daerah Kepentingan  
di 1 (satu)   Kabupaten/K di 1 (satu)  
Daerah   ota Daerah  
Kabupaten/K    Kabupaten/K  
ota    ota  



 

   Penyelesaian Terselesaika  
   Perselisihan nnya  
   Hubungan Perselisihan  
   Industrial, Hubungan  
   Mogok Kerja, Industrial,  
   dan Mogok Kerja,  
   Penutupan dan  
   Perusahaan Penutupan  
   yang Perusahaan  
   Berakibat/Ber yang  
   dampak Berakibat/Ber  
   pada dampak  
   Kepentingan pada  
   di 1 (satu) Kepentingan  
   Daerah di 1 (satu)  
   Kabupaten/K Daerah  
   ota Kabupaten/K  
    ota  

   Penyelenggar Terslenggara 1 dokumen 

   aan nya ,4 kali,2 kali 

   Verifikasi Verifikasi  
   dan dan  
   Rekapitulasi Rekapitulasi  
   Keanggotaan Keanggotaan  
   pada pada  
   Organisasi Organisasi  
   Pengusaha, Pengusaha,  
   Federasi dan Federasi dan  
   Konfederasi Konfederasi  
   Serikat Serikat  
   Pekerja/Serik Pekerja/Serik  
   at Buruh at Buruh  
   serta Non serta Non  
   Afiliasi Afiliasi  

   Pelaksanaan Pelaksanaan 1 kali rakor 

   Operasional Operasional 

   Lembaga Lembaga 

   Kerjasama Kerjasama 

   Tripartit Tripartit 

   Daerah Daerah 

   Kabupaten/K  
   ota  

Terlaksanaya  2 Kabdaerah Koordinasi Terlaksanaya 2 Kabdaerah 

Koordinasi  penempatan dan Koordinasi penempatan 

dan  transmigrasi Sinkronisasi dan transmigrasi 

Sinkronisasi   kerja sama Sinkronisasi  
kerja sama   pembanguna kerja sama  
pembanguna   n pembanguna  
n   transmigrasi n  
transmigrasi   yang berasal transmigrasi  
yang berasal   dari 1 satu yang berasal  
dari 1 satu   daerah dari 1 satu  
daerah   kabupaten daerah  
kabupaten   kota kabupaten  
kota    kota  



 

Dokumen   evaluasi Dokumen  
Rencana   kinerja Rencana  
Aksi,   perangkat Aksi,  
Renstra,   daerah Renstra,  
KAK, RKT,    KAK, RKT,  
DPA, RKA,    DPA, RKA,  
IKK dan    IKK dan  
Renja    Renja  

   Penyediaan Jumlah  
   Gaji dan pegawai  
   tunjangan   
   ASN   

   Pelaksanaan Jumlah Jasa  
   Penatausaha Administrasi  
   an dan Keuangan  
   Pengujian/Ve yang  
   rifikasi terbayarkan  
   Keuangan   
   SKPD   

   Koordinasi Dokumen  
   dan Pelaporan  
   Penyusunan Keuangan  
   Laporan semesteran,  
   Keuangan neraca  
   Bulanan/Triw manual,  
   ulanan/Seme akuntansi,  
   steran SKPD LPO, LPE,  
    Dokumen  
    Gaji,  
    Laporan  
    Akhir,  
    Dokumen  
    SPJ  

Jumlah   Penyediaan Jumlah  
Peralatan   Peralatan Peralatan  
dan   dan dan  
Peralatan   perlengkapan Peralatan  
Kantor yang   kantor Kantor yang  
tersedia    tersedia  

   Penyediaan Jumlah  
   Bahan Bahan  
   Logistik Logistik  
   logistik kantor yang  
    terpenuhi  

Jumlah   Pengadaan Jumlah  
Peralatan   Sarana dan Peralatan  
Gedung   Prasarana Gedung  
kantor yang   Gedung kantor yang  
terpenuhi   Kantor atau terpenuhi  
   Bangunan   
   Lainnya   



 

Jumlah Jasa   Penyediaan Jumlah Jasa  
Peralatan   Jasa Peralatan  
dan   Komunikasi, dan  
Perlengkapan   Sumber Perlengkapan  
Kantor yang   Daya Air dan Kantor yang  
terpenuhi   Listrik terpenuhi  

   Penyediaan Terpenuhinya  
   Jasa jasa  
   Pelayanan pelayanan  
   Umum umum kantor  
   Kantor   

Terpenuhinya   Penyediaan Terpenuhinya  
   Jasa   
Pemeliharaan   Pemeliharaan Pemeliharaan  
dan   , Biaya dan  
pembayaran   Pemeliharaan pembayaran  
pajak   , Pajak, dan pajak  
kendaraan   Perizinan kendaraan  
dinas/operasi   Kendaraan dinas/operasi  
onal   Dinas onal  
   Operasional   
   atau   
   lapangan   

   Pemeliharaan Jumlah  
   /Rehabilitasi Gedung  
   Gedung Kantor yang  
   Kantor dan terpelihara  
   Bangunan   
   Lainnya   

   Pemeliharaan Terpeliharany  
   /Rehabilitasi a Sarana  
   Sarana dan dan  
   Prasarana prasarana  
   Gedung gedug kantor  
   Kantor atau   
   Bangunan   
   Lainnya   

 
Banjarnegara,     

   Januari 2024 
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